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SALINAN 
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ 

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 14 

TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS 
PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ 

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ 

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

 REPUBLIK INDONESIA, 
  

 
Menimbang  :  a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu 

menyesuaikan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 

Ekonomi Kreatif; 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 
tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5697);  

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);  

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ 
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); 
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala 

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 
2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1238); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, 
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI 
KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN 
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 14 TAHUN 

2022 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN 
TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1238) diubah 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  
 

Pasal 7 

(1) Program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas 
Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri.  
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri 
yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan, 
menteri yang menyelenggarakan urusan bidang 

perencanaan pembangunan nasional dan menteri 
yang menyelenggarakan urusan sistem pemerintahan 

dalam negeri.  
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan ditetapkan paling lambat sebelum DIPA 

disahkan.  
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada GWPP, Bupati/Wali Kota, 

kepala Perangkat Daerah Provinsi pelaksana kegiatan 
Dekonsentrasi, dan kepala Perangkat Daerah 

Provinsi, Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan Tugas 
Pembantuan 

 

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 15 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 15 

(1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 menetapkan Kuasa 

Pengguna Anggaran pelaksanaan program dan 

kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.  

(2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan 
Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui Keputusan Gubernur. 
(3) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Tugas 

Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui Keputusan Gubernur atau 
Keputusan Bupati/Wali Kota. 

(4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dan Keputusan Gubernur atau Keputusan 
Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan paling lambat sebelum DIPA disahkan.   
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(5) Keputusan Gubernur dan Keputusan Gubernur atau 
Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), yang telah ditetapkan disampaikan 

kepada Menteri.  
   

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.jdih.kemenparekraf.go.id/


-5- 
 

www.jdih.kemenparekraf.go.id                                                                                                                                                                

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 September 2023 
 

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA 

DAN EKONOMI KREATIF 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

             Ttd. 
 

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO  

 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 September 2023 
  

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  
           

   Ttd. 
 
ASEP N. MULYANA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 774 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan 
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